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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa 

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atasshukum dan tidak 

berdasarkannatas kekuasaannbelaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum yang 

berdasarkannPancasilaadan Undang-Undang Dasarr1945. Hukum suatu kaidah 

atau norma yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa 

dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan suatuusanksi. Menurut 

pendapat Achmad Ali hukum merupakan perangkat norma atau kaidah dan 

tersusun kedalam suatu sistem yang menentukan apaayang bolehhdilakukan 

serta apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.1 

Sedangkan menurut pendapat Utrecht hukum merupakan suatu himpunan 

peraturan yang berisi perintah serta larangan yang mengurus tata tertib suatu 

masyarakat dan harus di taati oleh masyarakat itu. 2 

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian 

ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukummpidana. Hukum 

pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif 

                                                           
 1 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11 

 2 Sudarsono, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43 
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yang mengandung unsur larangan serta keharusan yang ditentukan oleh negara 

atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan larangan, 

pidana, ataupun keharusaniitu disertaiiancaman pidana dan apabila hal ini 

dilanggar maka timbul hak negaraauntuk melakukanntuntutan, 

menjatuhkannpidana, melaksanakan pidana.3. 

Hukum pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan 

artiisubjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana ialah hak suatu negara untuk 

memidana bila adanya larangan yang telahhdilanggar. Sedangkan, dalam arti 

objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang 

danndiancam dengannpidana.4 

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:5 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, 

dilarang, degan disertai suatu ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.  

2. Menentukan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larang-larang tersebut dapat dikenakan suatu penjatuhan 

pidana sebagaimana yang telah diancamankan. -  

                                                           
 3 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana,  Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm. 

3 
4 M. Rasyid Ariman, 2007, Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana Pertanggungjawaban 

Pidana, Pidana dan Pemidanaan), Universitas Sriwijaya, Palembang,  hlm. 1 
5 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta,  hlm. 1 
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3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut 

dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan 

tersebut.  

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah 

sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu 

masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. 

Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam 

melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan 

orang lain melalui rangkaian kata-kata bohong atau fiktif,. Tindak pidana 

penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta 

benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. 

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda 

yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana kejahatan 

penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP 

yang dirumuskan sebagai berikut :  

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena 

penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.6 

Berdasarkan rumusan bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka pasal 

tersebut memiliki beberapa unsur yang meliputi unsur objektif serta unsur 

                                                           
 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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subjektif. Unsur objektif meliputi unsur yang mengenai perbuatannya berupa 

membujuk dengan suatu rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu 

barang atau benda kepadanya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan 

dengan membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut. 

Sedangkan unsur subjektif mengenai pelaku atau orangnya yang sangat erat 

kaitannya dengan niat meliputi yang diketahuinya atau patut disangka bahwa 

barang itu diperoleh dari hasil suatu kejahatan. 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “Strafbaarfiet”. 

Biasanya tindak pidana selalu dikaitkan dengan delik. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, delik adalah suatu perbuatan dimana dapat dikenakan suatu 

hukuman karena merupakan pelanggara terhadap undang-undang tindak 

pidana.7 Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau 

diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka 

orang yang melakukan atau mengabaikan tersebut diancam dengan pidana.8  

Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam modus untuk 

menggaet korban yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya dengan 

menggunakan modus perdukunan. Kasus penipuan dengan modus perdukunan 

umumnya terjadi karena kurangnya pendidikan dan wawasan yang dimiliki 

masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dianggap 

                                                           
 7 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47  

 8 R.Soesilo, 2002, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, 

Politea, Bogor, hlm. 181 
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memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu mereka melewati kesulitan-

kesulitan yang telah mereka alami. Karena alasan tersebut mereka kemudian 

terlena akan hal-hal yang berbau magis atau mistis untuk mendapatkan hasil 

yang lebih cepat dan praktis dibanding harus bersusah payah terlebih dahulu. 

Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat membantu kesulitan-

kesulitan yang mereka alami, bahkan beberapa dari mereka hanya berpura-pura 

membantu tapi nyata tidak melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang 

tertipu dan bukan menghilangkan kesulitan atau masalah yang mereka dapat, 

tetapi malah menambah kesulitan dan masalah mereka yaitu kerugian baik 

materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban. 

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak penipuan dengan modus 

perdukunan sebagaimana yang hendak diteliti yaitu studi kasus Putusan Nomor 

97/Pid.B/2017/PN Unr9, yang diatur dan diancam pidana penjara sesuai dengan 

Pasal 378 KHP. Dalam putusan ini, terdakwa TRANMIRAN ALS HERU ALS 

MBAH GONDRONG BIN HARTO WIYONO melakukan tindak pidana 

dengan cara bahwa dirinya bisa melipatgandakan uang dengan melakukan ritual 

melaksanakan berupa wirit, sholat tahajud dan sholat hajad selama 47 hari agar 

saldo dalam rekening korban Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO) 

tersebut bertambah, selanjutnya korban Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep 

(DPO) harus memenuhi syarat – syarat dan membeli perlengkapan untuk ritual 

                                                           
 9Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Unr, diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/, 

pada tanggal 4 September 2019, pukul 17.53 WIB 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/
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yang disarankan oleh terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya saldo rekening 

korban Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO) tidak bertambah. Bahwa 

kerugian korban atas perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar sekitar 

Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lebih secara bertahap. 

Selain dari contoh diatas, berikut kasus yang dijadikan contoh kedua 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu Putusan Nomor 614/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst.10 

Dalam putusan ini bahwa terdakwa TUKIYONO ARDIYANTO Alias YONO 

berpura-pura bisa membantu memecahkan solusi yang dihadapi oleh Saksi 

MULYANA dan Saksi TRI MARYATI agar terbebas dari utang dan sukses 

dalam usaha kemudian terdakwa memberikan kain kafan berbentuk kantong 

ukuran 5x10 Cm berisi 1 (satu) lembar kertas bertuliskan arab dan 1 (satu) botol 

air mineral untuk melancarkan tujuan Saksi TRI MARYATI, akan tetapi pada 

kenyataannya terdakwa tidak bisa memecahkan solusi yang ada. Bahwa 

kerugian Saksi MULYANA atas perbuatan terdakwa senilai Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) dan perbuatan terdakwa  tersebut sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. 

Adapun kasus yang dijadikan contoh ketiga dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tmg11. Dalam putusan ini bahwa 

terdakwa SLAMET KARSONO mengaku sebagai orang pintar atau dukun 

                                                           
 10Putusan Nomor 614/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, diakses dari 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada tanggal 4 September 2019, pukul 17.53 WIB 

 11Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tmg, diakses dari 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada tanggal 4 September 2019, pukul 17.53 WIB 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/
https://putusan.mahkamahagung.go.id/
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yang bisa membantu masalah ekonomi untuk mendatangkan rejeki atau uang 

dengan syarat melakukan suatu ritual, untuk mendatangkan uang tersebut 

terdakwa meminta saksi SUBARI ROBUL untuk menyediakan syarat potongan 

kain mori warna putih ukuran kurang lebih 1 meter persegi, daun kopi gading, 

gadung wulung dan menyediakan minyak FAMBO. Terdakwa SLAMET 

KARSONO menjanjikan 2 (dua) hari kemudian akan datang ke rumah saksi 

SUBARI ROBUL dan melakukan ritual untuk mendatangkan uang tersebut, 

namun pada kenyataanya terdakwa SLAMET KARSONO tidak datang lagi ke 

rumah saksi SUBARI ROBUL, tidak dapat dihubungi dan ritual untuk 

mendatangkan rejeki atau uang yang dijanjikan tersebut tidak dilakukann. 

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SLAMET KARSONO mengakibatkan 

kerugian keuangan milik saksi SUBARI ROBUL dengan total sebesar Rp. 

2.802.500 (dua juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan perbuatan 

terdakwa  tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 

KUHP.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis terarik 

untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA 

PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS 

PERDUKUNAN (STUDI PUTUSAN HAKIM)” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah guna menjelaskan masalah atau isu yang dibahas. 

Berdasarkan  uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan? 

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan modus perdukunan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam penjatuhan 

putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus 

perdukunan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku 

tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis   

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta menambah wawasan terutama untuk menemukan 
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jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah 

diatas, yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dan 

penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus 

perdukunan. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini penulis juga sangat mengharapkan agar dapat 

menjadi referensi bagi para pihak kalangan praktisi, akademisi, mahasiswa 

maupun masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan 

putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus 

perdukunan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan modus perdukunan. 

E. Kerangka Teori 

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1) Teori Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim merupakan puncak akhir dari suatu perkara yang 

diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:12 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan 

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.  

                                                           
12 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm 74. 
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b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang terdakwa 

merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat 

dinyatakan bersalah dan dapat dipidana.  

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

dipidana.  

 Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : 

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 

sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap”.13 

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan 

dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :  

1. Surat; 

2. Petunjuk; 

3. Keterangan terdakwa; 

4. Keterangan Saksi ; 

5. Keterangan Ahli.14 

                                                           
 13 Peraturan perundang-undangan Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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2) Teori Pemidanaan 

 Pemidanaan merupakan suatu proses. Peranan hakim sangat penting 

sebelum proses itu berjalan. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang 

terdapat didalam suatu aturan yang telah ada dengan menjatuhkan pidana 

bagi terdakwa kedalam kasus tertentu. Pengaturan ini memuat tujuan yang 

hendak dicapai yaitu melewati pemidanaan15. 

 Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang 

hendak dicapai didalam penjatuhan pidana16. Penjatuhan pidana ini terdiri 

dalam bentuk putusan hakim, berupa putusan bebas, lepas dari segakla 

tuntutan hukum dan dipidana. 

 Mengenai teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian 

hukum pidana dari segi subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan dasar 

dari hak negara dalam menjalankan dan menjatuhkan putusan pidana 

tersebut17 

 Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan 

aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori 

sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukumm, terdapat beberapa 

teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu: 

                                                           
 15 Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar 

Grafika , Jakarta hlm. 2  

 16 Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika 

Aditama, Bandung, hlm. 22 
 17 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.156 
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1) Teori Absolut atau teori pembalasan 

2) Teori Relatif atau teori tujuan  

3) Teori gabungan18 

   Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka auori 

tersebut akan dijelaskan dibawah ini, yaitu: 

1) Teori absolut atau teori pembalasan 

 Menurut teori ini bahwa penjatuhan semata-mata karena orang yang 

telah melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Pidana 

merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada  sebagai pembalasan 

kepadan seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan.19 

 Mengenai teori pembalasan tersebut Muladi menyatakan bahwa: 

“Teori absolut adalah pemidanaan yang merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori absolut ini 

mengedepankan sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan semata-mata 

karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat 

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan sehingga sanksi tesebut bertujuan untuk memuaskan 

tuntutan keadilan”20 

 

 

 

                                                           
 18Ibid, hlm. 157 

 19 Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung,  hlm. 11 
 20 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11 
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 Dalam teori ini tindakan pembalasan dalam penjatuhan sanksi pidana 

mempunyai dua arah yaitu; 

a) Ditujukan pada pelaku kejahatannya (sudut subjektif dari 

pembalasan); 

b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasaan perasaan dendam yang ada 

dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).21 

2) Teori Relatif atau teori tujuan (Doel Theorien) 

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah 

alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.. untuk 

menegakkan tata tertib diperlukan adanya pidana. Pidana merupakan alat 

untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib 

yang ada didalam masyarakat dapat terpelihara. Ditinjau dari sudut 

pertahanan yang didalam masyarakat itu sendiri maka pidana merupakan 

suatu yang terpaksa perlu (noodzalijk).22 

 Mengenai teori relatif atau teori tujuan tesebut Muladi menyatakan 

bahwa: 

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan 

sarana mencapai tujuan manfaat untuk melindungi masyarakat menuju 

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk 

                                                           
 21 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 158 

 22 Ibid, hlm. 162 



14 
 

 

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan 

untuk pemuasan absolut atas keadilan”.23 

 Teori ini memiliki tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan 

khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun 

pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. 

 Teori ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, 

detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk 

melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku yang melakukan 

kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk 

menimbulkan rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan, baik bagi 

individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik 

sebagai jangka panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk 

mengubah sifat jahat si pelaku dengan cara dilakukannya pengawasan dan 

pembinaan, sehingga nantinya dapat melanjutkan kembali kehidupnya 

sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. 

3) Teori Gabungan  

 Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori relatif. Menurut teori 

gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat dimaksudkan 

                                                           
 23 Zainal Abidin Farid, Loc.Cit. 
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untuk melindungi ketertiban didalam masyarakat dengan ketentuan 

beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. 

 Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan 

pandangan sebagai berikut:  

1) Tujuan terpenting pidana ayaitu memberantas kejahatan sebagai suatu 

gejala yang ada didalam masyarakat. 

2) Ilmu hukum pidana serta perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi sosiologis dan antropologis.  

3) Pidana merupakan hal efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk 

memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh 

sebab itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri.24 

Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan itu tidak 

boleh melampaui batas dari apa yang perlu untuk dipertahankan 

didalam suatu tata tertib masyarakat. 

b. Yang mengutamakan perlindungan tata tertib didalam masyrakat, 

namun penderitaan atas dijatuhinya pidana dari apa yang telah 

dilakukan oleh terpidana.25 

                                                           
 24 Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam 

Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta. hlm. 47 

 25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung, hlm. 166 
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3) Teori Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk 

menjamin adanya perlindungan hukum, ketertiban serta kepastian hukum 

pada era globalisasi dan moedernisasi saat ini dapat terlaksana. Suatu 

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam 

kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan 

hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana26 

 Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif dalam menegakkan hukum 

pidana harus dilihat beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional 

yang direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu 

jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai 

dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut 

adalah:27 

a. Tahap Formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh badan 

pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian 

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
  26 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 

1994, hlm.76 
 27 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm 173 
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paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap 

ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.  

b.Tahap Aplikasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat 

penegak hukum yang bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan 

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat 

undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum 

harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap 

ini disebut sebagai tahap yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi, merupakan tahap penegakan pelaksanaan hukum serta 

secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini 

aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang 

melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan 

pengadilan. 

F. Ruang Lingkup 

  Berdasarkan judul penulisan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka 

ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan dalam skripsi ini terbatas hanya 

pada Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Dengan Modus Perdukunan. 

 



18 
 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Sehingga didalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara metodologis, konsisten dan sistematis. Melalui proses 

penelitian tersebut akan diadakan konstruksi dan analisis terhadap data yang 

telah dikumpulkan dan kemudian diolah.28 

  1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian dengan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dengan 

membaca, mengutip dan menganalisis teori hukum dan perundang-

undangan yang berhubungan dengan sumber 

  2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan terdiri dari: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan   

yang dilakukan dengan mengkaji serta mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.29 

b. Pendekatan Studi Kasus (case  study approach) yaitu pendekatan dengan 

berbagai macam sumber data yang digunakan untuk menguraikan, 

                                                           
28  Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 17 
29Soerjono Soekanto,2007, PengantarPenelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

hlm. 95. 



19 
 

 

menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek 

Individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara 

sistematis.30 

 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian kepustakaan (library research). Maka dalam pengumpulan data 

penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode dokumentasi artinya 

adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan,buku,internet, dan sebagainya. 

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-

bahan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan dengan objek kajian.31 Yang digunakan 

berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: 

a. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

d. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Unr 

e. Putusan Nomor 614/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst 

                                                           
  
31Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm,11. 
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f. Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tmg 

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh penelitian 

dengan menelusuri literature-literatur dan peraturan perundang-

undangan, tulisan ilmiah, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan 

buku-buku yang berhubungan objek penelitian,.32 

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, 

dan internet.33 

 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Bahan yang telah dikumpulkan dengan melalui data kepustakaan, 

menginventarisasi dan mengindentifikasi peraturan perundang-undangan, 

membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

Dalam pengumpulan bahan tersebut diperoleh dari semua bahan yang agar 

dapat ditarik kesimpulan sehingga permasalahan yang diteliti dapat 

terjawab.34 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

 Bahan yang diperoleh dari studi literatur akan dianalisis secara 

kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum 

                                                           
32Zainudin Ali, 2010,  Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106 
33Ibid. 

34Bambang Sugono, 2012, Metode Penelitian Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-

113. 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan pndangan 

para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis kemudian  mengkaji 

bahan yang telah ditukumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu 

gambaran mengenai keadaan atau masalah yang akan diteliti, kemudian 

diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan-permasalahn hukum 

yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.35 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara metode 

deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang 

bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang 

bersifat khusus.36

                                                           
35Syahmin A.K, 2012, Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan 

Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universita Sriwijaya, hlm. 28 
36Amiruddin dan Zainul Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 25 
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